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"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

(QS. Ar-Ra'd [13]: 11)

"Ilmu itu lebih baik daripada harta. [lImu menjaga engkau,
sedangkan harta engkaulah yang menjaganya."
(Ali bin Abi Thalib R.A.)
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ABSTRAK

Nisfu Rahmah (2026) : Analisis Prinsip Syariah Terhadap Problematika
Transaksi Pada Marketplace Shopee

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme transaksi,
mengidentifikasi problematika, serta menganalisis kesesuaian problematika transaksi
pada marketplace Shopee dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan transaksi digital pada marketplace
Shopee yang menjadikannya salah satu platform e-commerce dengan pengguna aktif
terbesar di Asia Tenggara, sementara mekanisme transaksinya yang bertumpu pada
sistem dan kebijakan platform berpotensi menimbulkan persoalan gharar, riba,
ketidakadilan, serta ketidaktransparanan bila ditinjau dari prinsip-prinsip syariah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat normatif-empiris dan
deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap enam
belas informan yang terdiri atas lima penjual, sepuluh pembeli aktif, dan satu ahli
bisnis syariah, serta dilengkapi dengan observasi langsung terhadap fitur aplikasi,
studi dokumentasi terhadap kebijakan resmi Shopee, dan studi kepustakaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi pada marketplace Shopee
berlangsung melalui tahapan yang relatif baku, mulai dari pengunggahan produk,
interaksi tanya jawab, checkout dan pembayaran, pengiriman, hingga konfirmasi
penerimaan yang menjadi syarat pencairan dana melalui sistem escrow. Penelitian ini
juga mengidentifikasi tujuh tema problematika transaksi, yaitu ketidaksesuaian
barang dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, kendala retur dan refund,
ketidakjelasan promo dan ongkir, ulasan yang tidak objektif, biaya dan bunga
SPayLater, serta kebijakan sepihak platform terhadap penjual. Hasil analisis terhadap
prinsip-prinsip syariah menunjukkan bahwa mekanisme dasar transaksi Shopee pada
prinsipnya tidak bertentangan dengan syariah selama dipahami sebagai wasilah
muamalah yang mubah, namun beberapa problematika berpotensi mencederai prinsip
syariah, yaitu indikasi gharar ringan pada ketidaksesuaian deskripsi barang,
ketidakadilan pada penjatuhan penalti sepihak tanpa proses klarifikasi, defisit
transparansi pada kebijakan promo dan biaya, risiko pembebanan sepihak dalam
pengelolaan amanah dana escrow, potensi riba nasi'ah pada denda keterlambatan
SPayLater, serta persoalan kerelaan yang berkelanjutan pada syarat layanan yang
bersifat baku dan dapat diubah sepihak.

Kata Kunci: Prinsip Syariah, Problematika Transaksi, Marketplace, Shopee,
Fikih Muamalah
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ABSTRACT
Nisfu Rahmah (2026): Analysis of Sharia Principles Regarding Transactional
Issues on the Shopee Marketplace

The purpose of this study is to characterize transaction mechanisms, pinpoint
related problems, and examine how these Shopee marketplace transactional problems
align with Sharia principles. Shopee is one of the e-commerce platforms with the
largest active user base in Southeast Asia due to its rapid growth in digital transactions.
However, when viewed through the lens of Sharia principles, its transaction
mechanisms which rely on platform systems and policies pose potential risks
regarding gharar (uncertainty), riba (usury), injustice, and a lack of transparency. The
qualitative method used in this study is typified by normative-empirical and
descriptive-analytical techniques. Semi-structured interviews with sixteen
informants—five sellers, ten active buyers, and one Sharia business expert were used
to collect data. Direct observation of application features, an examination of Shopee's
official policies, and a review of relevant literature were also used. The results show
that Shopee's transaction mechanisms follow comparatively standardized steps:
product uploading, Q&A exchanges, checkout and payment, shipping, and, lastly,
confirmation of receipt, which is necessary before funds are disbursed through the
escrow system. Additionally, the study identifies seven themes related to transactional
issues: non-objective reviews, SPayLater fees and interest, product-description
discrepancies, shipping delays, return and refund obstacles, ambiguity regarding
promotions and shipping costs, and unilateral platform policies affecting sellers. The
basic mechanism of Shopee transactions does not, in theory, conflict with Sharia,
according to an analysis of Sharia principles, as long as it is regarded as a legitimate
muamalah (transactional instrument). However, a number of problems could
jeopardize Sharia principles: indications of minor gharar (uncertainty) about
differences in product descriptions; unfairness in the imposition of unilateral penalties
without a clarification process; a lack of transparency in promotional and fee policies;
risks related to unilateral charges in escrow fund management; the possibility of riba
nasi'ah (usury due to delay) in SPayLater late payment fees; and concerns about
continued mutual consent given the standardized terms of service that are subject to
unilateral modification.

Keywords: Sharia Principles, Transactional Issues, Marketplace, Shopee, Fikih
Muamalah (Islamic Transactional Jurisprudence)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan marketplace digital telah membawa perubahan fundamental
dalam sistem pengelolaan transaksi bisnis modern. Marketplace tidak lagi
berfungsi sebatas sebagai media yang mempertemukan penjual dan pembeli,
melainkan telah bertransformasi menjadi aktor utama yang mengelola keseluruhan
proses transaksi, mulai dari pengaturan mekanisme pembayaran, penentuan
kebijakan layanan, pengelolaan alur distribusi informasi, hingga penyelesaian
sengketa transaksi. Dalam konteks ini, marketplace berperan sebagai pengendali
sistem transaksi melalui pemanfaatan teknologi digital dan algoritma yang
menentukan visibilitas produk, aliran transaksi, serta interaksi antara pelaku usaha
dan konsumen. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pengelolaan transaksi
berbasis platform menempatkan efisiensi, kecepatan layanan, dan optimalisasi
keuntungan sebagai orientasi utama pengembangan sistem transaksi digital.!

Namun demikian, dominasi platform dalam pengelolaan transaksi tersebut
memunculkan berbagai problematika struktural dalam relasi bisnis digital. Kontrol
marketplace terhadap sistem algoritma, standar operasional, dan kebijakan

transaksi menciptakan ketimpangan relasi antara pengelola platform

! Rahayu, S., & Day, J., “Determinasi Adopsi E-Commerce oleh UMKM di Indonesia,” Jurnal
Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 19, No. 2, 2017



dan pelaku usaha, khususnya penjual kecil dan UMKM yang sangat bergantung

pada sistem marketplace. Ketergantungan ini berdampak pada lemahnya posisi
tawar penjual, kaburnya pembagian tanggung jawab dalam risiko transaksi, serta
rendahnya transparansi informasi terkait biaya, algoritma, dan mekanisme
penyelesaian sengketa. Selain itu, konsumen juga berpotensi dirugikan akibat
minimnya kejelasan tanggung jawab platform ketika terjadi permasalahan
transaksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan transaksi marketplace
digital belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan etika
bisnis yang berkelanjutan.?

Di sisi lain, prinsip syariah menawarkan kerangka pengelolaan transaksi
yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai etis,
seperti keadilan (‘adl), amanah, transparansi (bayan), serta kemaslahatan bagi
seluruh pihak yang terlibat. Dalam perspektif manajemen bisnis syariah,
pengelolaan transaksi tidak hanya dipahami sebagai proses teknis dan ekonomis,
tetapi juga sebagai amanah yang menuntut tanggung jawab moral dan sosial.
Namun, dalam praktik pengelolaan transaksi marketplace digital, prinsip-prinsip
syariah tersebut belum terintegrasi secara sistematis ke dalam desain sistem
transaksi, tata kelola platform, dan kebijakan manajerial. Prinsip syariah masih
cenderung dipahami secara normatif dan terbatas pada aspek kepatuhan transaksi,

tanpa menyentuh dimensi pengelolaan transaksi secara struktural dan strategis. Hal

2 Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S., “Ekonomi Platform Digital dan Ketimpangan Relasi
Bisnis di Indonesia,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 24, No. 1, 2020



ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan transaksi
marketplace digital dan nilai-nilai manajemen bisnis syariah, yang menegaskan
urgensi kajian akademik lebih lanjut.’

Berdasarkan fakta empiris dan konseptual mengenai praktik pengelolaan
transaksi marketplace digital, muncul sejumlah isu mendasar yang bersifat
struktural dan manajerial. Praktik pengelolaan transaksi marketplace digital dalam
ekonomi digital kontemporer menunjukkan kecenderungan sentralisasi kendali
pada pengelola platform, baik dalam pengaturan mekanisme transaksi, penetapan
kebijakan layanan, maupun pengelolaan risiko. Kondisi ini menimbulkan
pertanyaan kritis mengenai bagaimana sebenarnya praktik pengelolaan transaksi
marketplace digital dijalankan, serta sejauh mana praktik tersebut mencerminkan
prinsip tata kelola bisnis yang adil dan bertanggung jawab. Sejumlah kajian
menunjukkan bahwa pengelolaan transaksi digital lebih banyak dikembangkan
berdasarkan pertimbangan efisiensi dan kepentingan platform dibandingkan
kepentingan seluruh pemangku kepentingan.*

Isu berikutnya berkaitan dengan munculnya berbagai problematika dalam
pengelolaan transaksi marketplace digital jika ditinjau dari prinsip syariah.
Ketimpangan relasi bisnis, kaburnya tanggung jawab platform terhadap risiko

transaksi, serta minimnya transparansi informasi menunjukkan adanya potensi

3 Huda, N., & Nasution, M. E., “Pengembangan Manajemen Bisnis Syariah dalam Perspektif
Magqashid Syariah,” Jurnal Al-Igtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 10, No. 1, 2018

4 Nugroho, Y., & Putri, D. A., “Platform Digital dan Tantangan Tata Kelola Ekonomi di
Indonesia,” Jurnal IImu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 23, No. 3, 2020



ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan transaksi marketplace digital dan nilai-
nilai keadilan serta amanah. Dalam perspektif manajemen bisnis syariah, transaksi
tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai amanah yang
menuntut kejelasan tanggung jawab dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.
Oleh karena itu, problematika pengelolaan transaksi marketplace digital tidak dapat
dilepaskan dari pertanyaan mengenai aspek mana saja yang secara prinsipil
bertentangan dengan nilai keadilan, amanah, dan transparansi.’

Lebih jauh, isu yang lebih mendasar terletak pada belum terintegrasinya
prinsip syariah sebagai dasar utama dalam pengelolaan transaksi marketplace
digital. Prinsip syariah dalam praktik bisnis digital sering kali diposisikan sebatas
sebagai legitimasi normatif atau kepatuhan formal terhadap aspek transaksi, tanpa
diinternalisasikan ke dalam sistem pengelolaan transaksi dan kebijakan manajerial
platform. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai faktor-faktor yang
menyebabkan prinsip syariah belum menjadi kerangka strategis dalam pengelolaan
transaksi marketplace digital, baik dari sisi paradigma manajemen, orientasi bisnis,
maupun desain tata kelola p/atform. Kesenjangan ini menunjukkan adanya problem
konseptual yang perlu dikaji secara sistematis melalui pendekatan manajemen

bisnis syariah.

5> Huda, N., & Heykal, M., “Prinsip Keadilan dan Amanah dalam Manajemen Bisnis Syariah,”
Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal llmu Ekonomi Syariah, Vol. 9, No. 2, 2017

6 Ascarya, “Integrasi Nilai Syariah dalam Sistem Ekonomi dan Bisnis Modern,” Jurnal Ekonomi
Syariah Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2016



Teori pengelolaan transaksi dan tata kelola bisnis digital (platform
governance) yang memandang marketplace sebagai entitas bisnis aktif yang
memiliki kewenangan besar dalam mengatur mekanisme transaksi, relasi antar
pelaku, serta distribusi manfaat ekonomi. Dalam perspektif manajemen bisnis
digital, marketplace tidak sekadar berfungsi sebagai perantara, tetapi bertindak
sebagai pengelola sistem transaksi (fransaction orchestrator) yang menetapkan
standar operasional, mengendalikan alur pembayaran, menentukan kebijakan
layanan, serta mengelola risiko dan penyelesaian sengketa. Sejumlah kajian
menunjukkan bahwa dominasi platform dalam tata kelola transaksi sering
melahirkan relasi bisnis yang asimetris, terutama antara pengelola platform dan
pelaku usaha kecil, akibat orientasi pengelolaan yang menekankan efisiensi dan
pertumbuhan bisnis dibandingkan keadilan relasi usaha.’

Prinsip-prinsip syariah sebagai landasan normatif dalam menilai praktik
pengelolaan transaksi marketplace digital antara lain adalah prinsip keadilan (“adl)
menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta menolak
segala bentuk eksploitasi dan ketimpangan relasi bisnis. Prinsip amanah dan
tanggung jawab (mas ‘uliyyah) mengharuskan pengelola marketplace bertanggung
jawab atas sistem transaksi yang dikelolanya, termasuk dalam menjamin keamanan
pembayaran, kejelasan informasi, dan kepastian mekanisme penyelesaian

sengketa. Prinsip transparansi (bayan) menekankan keterbukaan informasi terkait

7 Budi Raharjo dan Dwi Puspita Sari, “Tata Kelola Platform Digital dalam Ekonomi Digital di
Indonesia,” Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 17, No. 2 (2020), hlm. 145-147



syarat dan ketentuan transaksi, biaya layanan, serta kebijakan platform yang
berdampak langsung pada penjual dan konsumen. Sementara itu, prinsip
kemaslahatan (maslahah) menempatkan kebermanfaatan sosial dan keberlanjutan
sebagai tujuan utama aktivitas bisnis, bukan sekadar optimalisasi keuntungan
jangka pendek.® Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai parameter normatif untuk
menilai sejauh mana pengelolaan transaksi marketplace digital sejalan dengan nilai
etika bisnis Islam.

Lebih lanjut, manajemen bisnis syariah menempatkan efisiensi, inovasi,
dan daya saing sebagai instrumen, bukan tujuan utama, dengan tetap menjadikan
keadilan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan sebagai orientasi strategis.
Namun, penerapan manajemen bisnis syariah dalam konteks bisnis digital,
khususnya marketplace, masih bersifat normatif dan belum terimplementasi secara
sistematis dalam tata kelola transaksi dan kebijakan platform.’ Oleh karena itu,
kerangka teoretis dan normatif ini digunakan sebagai dasar analisis untuk
mengidentifikasi kesenjangan antara praktik pengelolaan transaksi marketplace
digital dan prinsip-prinsip syariah, sekaligus sebagai pijakan konseptual dalam
merumuskan arah pengelolaan transaksi yang lebih adil, transparan, dan

berorientasi pada kemaslahatan.

8 Ika Yunia Fauzia, “Etika Bisnis Islam dalam Praktik Ekonomi Digital,” Jurnal Studi Islam dan
Ekonomi, Vol. 8, No. 1 (2020), hlm. 56-58.

® Mochamad Anwar dan Rina Rachmawati, “Manajemen Bisnis Syariah di Era Digital:
Tantangan dan Peluang,” Jurnal Manajemen Syariah, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 77-79



Praktik pengelolaan transaksi marketplace sering menimbulkan persoalan
seperti ketimpangan relasi bisnis akibat dominasi platform, ketidakjelasan
tanggung jawab pengelola sistem transaksi, serta rendahnya transparansi informasi
terkait biaya layanan, kebijakan penalti, dan penyelesaian sengketa.'® Dari
perspektif syariah, kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip
keadilan ( ‘adl), amanah, dan transparansi (bayan), karena menempatkan salah satu
pihak khususnya pelaku usaha kecil dalam posisi yang lemah secara struktural.
Analisis ini tidak bertujuan untuk menilai keabsahan akad secara normatif,
melainkan untuk mengkaji problematika manajerial dan etis dalam tata kelola
transaksi marketplace digital.

Kajian manajemen bisnis syariah, aktivitas pengelolaan bisnis tidak hanya
diukur dari aspek efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga dari kesesuaian nilai,
tanggung jawab sosial, dan orientasi kemaslahatan. Namun, prinsip-prinsip syariah
masih diposisikan sebagai nilai normatif yang terpisah dari strategi dan sistem
pengelolaan transaksi marketplace digital.!! Akibatnya, pengelolaan transaksi
lebih didominasi oleh rasionalitas ekonomi dan logika kapitalisme platform, tanpa
kerangka etis yang terintegrasi secara sistematis dalam desain manajemen dan

kebijakan operasional.

10 Rina Safitri dan Agus Salim, “Problematika Tata Kelola Transaksi Marketplace terhadap
Pelaku UMKM,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 35, No. 3 (2020), him. 289-291

! Tka Yunia Fauzia, “Manajemen Bisnis Syariah dalam Konteks Ekonomi Digital,” Jurnal
Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 10, No. 1 (2020), hlm. 63—-65



Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik transaksi
pada marketplace telah dianalisis dalam perspektif ekonomi dan hukum Islam,
meskipun fokus kajiannya masih terbatas pada aspek tertentu. Penelitian yang
dilakukan oleh Siti Komara dan Daimah misalnya, menelaah mekanisme transaksi
jual beli pada marketplace Shopee dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian
tersebut menemukan bahwa sistem pembayaran di awal yang diikuti dengan
pengiriman barang kemudian dapat dianalisis melalui konsep akad salam, selama
memenuhi syarat kejelasan harga, spesifikasi barang, serta waktu penyerahan.
Dengan demikian, transaksi pada marketplace secara prinsip dapat dipahami dalam
kerangka akad yang dikenal dalam fikih muamalah, meskipun praktiknya masih
memerlukan pengawasan agar tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan (gharar).'?

Penelitian lain yang dilakukan oleh Aziziyah Amalia Adnan dan rekan-
rekannya mengkaji kesesuaian akad jual beli pada aplikasi Shopee dengan
ketentuan hukum ekonomi syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa transaksi pada marketplace pada dasarnya
dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya
pihak yang berakad, objek transaksi yang jelas, serta kesepakatan yang dinyatakan
melalui mekanisme transaksi digital. Namun demikian, penelitian ini juga

menyoroti bahwa beberapa praktik dalam transaksi online, seperti ketidaksesuaian

12 Siti Komara dan Daimah, “Analisis Transaksi Jual Beli pada Marketplace Shopee dalam
Perspektif Ekonomi Syariah,” Syntax Idea 2, no. 5. 2020.



deskripsi barang dengan produk yang diterima, berpotensi menimbulkan unsur
gharar yang dapat mempengaruhi keabsahan akad dalam perspektif syariah.!?

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Munawarsyah menyoroti
problematika fitur pembayaran digital pada marketplace, khususnya layanan
Shopee PayLater dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini
menemukan bahwa meskipun fitur tersebut memberikan kemudahan bagi
konsumen dalam melakukan transaksi, mekanisme tambahan biaya dan denda
keterlambatan pembayaran berpotensi mengandung unsur riba. Temuan ini
menunjukkan bahwa perkembangan sistem transaksi digital pada marketplace
tidak hanya menimbulkan persoalan teknis dalam jual beli, tetapi juga
menghadirkan tantangan baru terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam
sistem pembayaran dan pembiayaan digital.'*

Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara
kritis problematika pengelolaan transaksi marketplace digital dalam perspektif
prinsip-prinsip syariah. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi
pustaka, penelitian ini tidak hanya memetakan bentuk-bentuk problematika yang
muncul dalam praktik pengelolaan transaksi seperti ketimpangan relasi bisnis,
lemahnya tanggung jawab pengelola platform, dan kurangnya transparansi

kebijakan transaksi tetapi juga menempatkan problematika tersebut dalam

13 Aziziyah Amalia Adnan, dkk., “Analisis Akad Jual Beli Online pada Aplikasi Shopee
Perspektif Fatwa DSN-MUL,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa .2023.
14 Munawarsyah, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Shopee PayLater,”
Gosejes: Journal of Sharia Economic Studies 3, no. 2. 2021.
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kerangka manajemen dan tata kelola bisnis digital. Analisis ini bertujuan untuk
menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan transaksi marketplace digital bukan
semata persoalan teknis atau hukum, melainkan persoalan strategis dan etis yang
berdampak langsung pada keadilan dan keberlanjutan ekosistem bisnis digital.'®

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka konseptual
pengelolaan transaksi marketplace digital yang selaras dengan nilai keadilan (‘ad|),
amanah dan tanggung jawab (mas uliyyah), transparansi (bayan), serta
kemaslahatan (maslahah). Kerangka konseptual ini diposisikan sebagai model
normatif-manajerial yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam
strategi dan tata kelola transaksi marketplace digital, tanpa mengabaikan
kebutuhan efisiensi, inovasi, dan daya saing bisnis. Dengan demikian, prinsip
syariah tidak ditempatkan sebagai batasan normatif semata, melainkan sebagai
fondasi etis dan strategis dalam pengelolaan transaksi yang adil dan berkelanjutan.
Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara praktik
pengelolaan transaksi marketplace digital yang berorientasi profit dengan tuntutan
nilai etika dan keadilan sosial dalam manajemen bisnis syariah.!®

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi
pengembangan keilmuan Manajemen Bisnis Syariah, khususnya dalam konteks

ekonomi digital dan bisnis berbasis platform. Hasil penelitian ini diharapkan

15 Andi Kurniawan, “Etika dan Tanggung Jawab Platform Digital,” Jurnal Sosioteknologi, Vol.
19, No. 2 (2020), hlm. 215-217

16 Mustafa Edwin Nasution, “Keadilan dan Kemaslahatan dalam Bisnis Syariah,” Jurnal
Manajemen Syariah, Vol. 6, No. 2 (2021), hlm. 93-95



11

memperkaya khazanah kajian manajemen bisnis syariah dengan menawarkan
perspektif baru mengenai integrasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola transaksi
digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga
konstruktif dalam mendorong pengembangan model manajemen bisnis syariah
yang relevan, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital
kontemporer. Maka penulis melakukanpenelitian dengan jdul skripsi “Analisis
Prinsip Syariah Terhadap Problematika Transaksi Pada Marketplace Shopee”.

. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk membatasi makna istilah kunci dalam
judul agar tidak idak terjadi multitafsir. Adapun istilah yang perlu ditegaskan
adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Syariah
Prinsip syariah dalam penelitian ini merujuk pada nilai-nilai dasar
muamalah dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis, seperti
keadilan (al-‘adl), kejujuran (shidq), amanah, transparansi, serta terhindar dari
unsur riba, gharar, dan maisir.
2. Marketplace
Marketplace adalah platform digital yang mempertemukan penjual dan
pembeli dalam sistem perdagangan elektronik.
3. Shopee adalah platform marketplace berbasis aplikasi dan web yang menjadi

objek penelitian dalam studi ini.
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4. Problematika Transaksi

Problematika transaksi dapat dipahami sebagai berbagai persoalan praktik
jual beli digital yang berpotensi tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip
syariah dalam fikih muamalah. Marketplace pada dasarnya hanya berfungsi
sebagai platform perantara antara penjual dan pembeli, tetapi sistem yang dibangun
di dalamnya sering melibatkan mekanisme transaksi yang kompleks, seperti sistem
pembayaran digital, promosi harga, fitur pembiayaan, serta kebijakan platform
yang tidak selalu sepenuhnya transparan bagi para pengguna. Kondisi ini
menimbulkan sejumlah persoalan yang perlu dianalisis secara kritis dalam
kerangka prinsip syariah.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan perkembangan transaksi digital pada marketplace,
khususnya pada platform Shopee, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan
sebagai berikut:

a. Transaksi jual beli pada marketplace Shopee memiliki mekanisme yang
berbeda dengan transaksi konvensional, karena dilakukan melalui sistem
digital yang melibatkan perantara platform, pembayaran elektronik, serta
pengiriman barang melalui jasa logistik.

b. Dalam praktik transaksi di marketplace sering ditemukan ketidaksesuaian
antara deskripsi produk dengan barang yang diterima oleh pembeli, yang

berpotensi menimbulkan unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi.
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. Adanya mekanisme pembayaran tertentu dalam marketplace, seperti

pembayaran tertunda atau fitur paylater, yang berpotensi menimbulkan
persoalan dalam perspektif prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip keadilan,
kejujuran dan transparansi, serta amanah dalam transaksi, khususnya terkait
unsur riba.

Dalam beberapa kasus terjadi permasalahan dalam proses transaksi, seperti
keterlambatan pengiriman, pembatalan sepihak oleh penjual, atau barang
yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Mekanisme transaksi dalam marketplace pada umumnya lebih didasarkan
pada sistem dan kebijakan platform, sehingga penerapan prinsip-prinsip
syariah seperti kejelasan akad, kejujuran, dan keadilan belum selalu menjadi

pertimbangan utama dalam praktik transaksi digital.

. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak terlalu luas, maka penelitian ini

dibatasi pada beberapa hal berikut:

a.

Penelitian ini hanya membahas mekanisme transaksi jual beli yang terjadi
pada marketplace Shopee.
Penelitian ini memfokuskan kajian pada problematika yang muncul dalam

pelaksanaan transaksi antara penjual dan pembeli pada marketplace Shopee.

. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dibatasi pada tinjauan prinsip-

prinsip syariah dalam fikih muamalah, seperti prinsip kejelasan akad,

keadilan, kejujuran, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan penipuan.
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3. Rumusan Masalah
a. Bagaimana mekanisme transaksi yang terjadi pada marketplace Shopee?
b. Apa saja problematika yang muncul dalam pelaksanaan transaksi pada
marketplace Shopee?
c. Bagaimana analisis prinsip-prinsip syariah terhadap problematika transaksi
yang terjadi pada marketplace Shopee?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian

a. Mengetahui mekanisme transaksi yang diterapkan pada marketplace
Shopee.

b. Mengidentifikasi problematika yang terjadi dalam transaksi pada
marketplace Shopee.

c. Menganalisis problematika transaksi pada marketplace Shopee
berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi  signifikan terhadap
pengembangan kajian keilmuan di bidang ekonomi dan manajemen bisnis
syariah, khususnya dalam konteks transformasi digital. Dengan mengkaji
problematika pengelolaan transaksi marketplace digital dari perspektif
prinsip syariah, penelitian ini memperluas pemahaman konseptual mengenai
penerapan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan

amanah dalam sistem transaksi digital yang kompleks dan dinamis. Selain
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itu, perumusan kerangka konseptual pengelolaan transaksi marketplace
digital berbasis prinsip syariah diharapkan dapat menjadi landasan teoretis
bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan
pengembangan model bisnis digital syariah dan inovasi keuangan syariah di
era ekonomi digital.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman
normatif dan konseptual bagi pengelola marketplace digital dalam
merancang dan mengelola sistem transaksi yang sesuai dengan prinsip
syariah. Bagi konsumen muslim, penelitian ini memberikan pemahaman
yang lebih komprehensif mengenai praktik transaksi marketplace digital
yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan

kepercayaan dan rasa aman dalam bertransaksi secara daring.
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KAJIAN TEORI
A. Landasan Teoritis
1. Teori Muamalah dalam Islam
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Muamalah

Muamalah secara etimologis berasal dari kata ‘amala yang berarti
hubungan dan interaksi antarmanusia dalam kehidupan sosial-ekonomi.
Secara terminologis, muamalah merujuk pada semua aturan dan aktivitas
dalam kehidupan ekonomi dan sosial yang diatur oleh hukum Islam untuk
mencapai kemaslahatan bersama, termasuk jual beli (bai’), sewa-menyewa
(ijarah), kerja sama usaha (syirkah), dan bentuk interaksi lain antar pihak
yang menghasilkan hugug dan kewajiban syariah.!” Dalam konteks hukum
Islam, muamalah bukan hanya tindakan transaksional, tetapi representasi
nilai moral dan etik yang harus ditaati setiap Muslim dalam praktik interaksi
sosialnya untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan
kemaslahatan masyarakat.'®

Ruang lingkup muamalah sangat luas mencakup entitas yang

melakukan kegiatan ekonomi, lembaga yang mengatur perjanjian, hingga

!7 Harahap dan Dinda, “Aspek Muamalah dalam Islam,” A¢-Tazakki: Jurnal Kajian llmu
Pendidikan Islam dan Humaniora, Vol. 5, No. 1, 2025

18 Rahma Febriana, dkk., “Islam dan Muamalah: Kajian Konseptual dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah,” Didaktik: Jurnal llmiah Pendidikan, Vol. 11, No. 2, 2025

16
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sistem yang memfasilitasi interaksi tersebut. Persyaratan muamalah yang

sah, menurut para ulama, harus memenuhi kaidah figih yang jelas di mana
tidak boleh adanya unsur riba (usury), gharar (ketidakjelasan), atau maisir
(spekulasi).'® Nilai-nilai dasar ini menjadikan muamalah tidak hanya sebagai
aktivitas ekonomis tetapi juga sebagai implementasi syariat yang menjaga
keadilan, kejelasan akad, serta kesejahteraan umat.?° Oleh karena itu, setiap
bentuk transaksi dan hubungan sosial dalam ekonomi Islam harus diletakkan
dalam kerangka etis dan hukum yang menolak praktik yang dapat
menimbulkan kerugian atau melanggar aturan syariah.

b. Prinsip Dasar Muamalah (al-Ashl fi al-Mu‘amalah al-Ibahah)

Salah satu prinsip dasar dalam muamalah adalah al-ashl fi al-
mu ‘amalah al-ibahah, yaitu bahwa segala bentuk muamalah pada dasarnya
boleh (ibahah) selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya.?!
Prinsip ini menjadi dasar fleksibilitas muamalah dalam menanggapi
dinamika kehidupan sosial dan perubahan zaman, termasuk fenomena baru
dalam ekonomi modern seperti perdagangan digital dan marketplace.
Ketentuan ini penting karena menyadari muamalah sebagai aktivitas umat
Islam yang berlangsung secara dinamis dalam ruang waktu dan konteks

sosial yang berbeda.

19 Ahmad Mubarroq dan Nur Latifah, “Analisis Konsep Muamalah dalam Perspektif Hukum
Islam,” Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, 2023

20 Ibid.

2! Nurcholish Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah dalam Hukum Islam,” Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, 2018
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Prinsip ibahah ini sekaligus mencerminkan bahwa hukum asal segala
interaksi ekonomi adalah mubah, sehingga setiap praktik hukum menjadi sah
apabila tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba,
gharar, dan maisir.?> Penyerahan hukum kepada prinsip ini juga menekankan
bahwa figh muamalah bukanlah serangkaian larangan normatif yang statis,
tetapi sebuah koridor prinsipil yang memberikan ruang bagi inovasi selama
garis batas syariah dipatuhi.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, prinsip ini menjadi sangat
relevan karena muamalah harus mampu mengikuti perkembangan teknologi
dan sistem pasar modern tanpa mengabaikan prinsip syariah dasar,
sebagaimana ditunjukkan dalam kajian muamalah masa kini yang
123

menghubungkan nilai syariah dengan praktik ekonomi digita

2. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Transaksi
a. Prinsip Keadilan (al-‘Adl)

Prinsip keadilan (al-‘adl) merupakan fondasi utama dalam sistem
transaksi Islam. Al-Qur’an secara tegas memerintahkan penegakan keadilan
dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Dalam konteks
muamalah, keadilan berarti menempatkan hak dan kewajiban para pihak

secara proporsional serta menghindari eksploitasi dan ketimpangan posisi

22 Nurul Huda dan Ujang Saripudin, “Implementasi Teori Maqashid Syariah dalam Transaksi
Ekonomi Modern,” Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 5, No. 2, 2022

23 Siti Mupida dan Dini Mahmadatun, “Maqashid Syariah dalam Fragmentasi Figh Muamalah
Kontemporer,” AlI-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2, 2021
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tawar. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa keadilan dalam transaksi
tercermin pada keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli
serta terhindarnya praktik yang merugikan salah satu pihak secara sepihak.?*
Prinsip ini menegaskan bahwa akad tidak boleh menjadi instrumen dominasi,
melainkan sarana distribusi manfaat secara seimbang. Seperti yang
dijelaskan dalam Qs. Al- Bagarah [2]: 188
1T G By ISTH RS ) s 1055 (LU a8 ASJRAT 1E s
25+ 620 £
Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.( Qs. Al- Bagarah
[2]: 188)

Keadilan juga diwujudkan melalui ketentuan larangan riba dan
praktik penipuan yang menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Ibn Qudamah
menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur
ketidaksetaraan yang merugikan salah satu pihak termasuk dalam kategori
yang dilarang syariah.>> Perspektif ini menunjukkan bahwa keadilan tidak
hanya bersifat moral, tetapi juga normatif dan memiliki konsekuensi hukum.

Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi parameter dalam menilai sah

atau tidaknya suatu transaksi.

24 Wahbabh al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),
hlm. 286
25 Tbn Qudamah, al-Mughni, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), him. 174
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Prinsip keadilan dalam transaksi modern, termasuk e-commerce,
harus diwujudkan melalui transparansi sistem, kejelasan akad, dan
perlindungan konsumen.?® Dalam transaksi digital, ketimpangan informasi
antara platform dan pengguna berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika
tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu, prinsip al- ‘adl berfungsi sebagai
standar evaluatif dalam menilai praktik ekonomi digital agar tetap selaras

dengan nilai syariah.

. Prinsip Kejujuran (Sidq) dan Transparansi

Kejujuran (sidg) merupakan nilai moral sekaligus prinsip hukum
dalam transaksi Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pedagang yang
jujur dan terpercaya akan bersama para nabi dan orang-orang saleh. Prinsip
ini mengandung makna bahwa transaksi bukan sekadar pertukaran materi,
tetapt aktivitas moral yang menuntut integritas. Menurut al-Zuhaili,
kejujuran dalam transaksi diwujudkan melalui penyampaian informasi yang

benar mengenai kualitas, kuantitas, dan kondisi barang.?’

Kegagalan
menyampaikan informasi yang relevan termasuk dalam kategori tadlis

(penipuan), yang dilarang dalam syariah. Seperti yang dijelasakan dalam Qs.

Al- Mutaffifin [83]: 1-3

26 M. Nur Rianto Al Arif, “Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam,” Jurnal Hukum dan Ekonomi
Syariah, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 115-130
27 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),

hlm. 307
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Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (vaitu) orang-
orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka
minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang
untuk orang lain, mereka mengurangi.( Qs. Al- Mutaffifin [83]: 1—
3).

Transparansi merupakan manifestasi praktis dari kejujuran dalam
konteks modern. Dalam transaksi kontemporer, terutama berbasis digital,
transparansi mencakup keterbukaan harga, biaya tambahan, mekanisme
pembayaran, serta syarat dan ketentuan yang tidak disembunyikan.?® Tanpa
transparansi, potensi gharar (ketidakjelasan) meningkat, yang pada akhirnya
dapat membatalkan keabsahan akad. Oleh karena itu, prinsip kejujuran dan
transparansi menjadi syarat moral sekaligus hukum agar transaksi terhindar
dari unsur manipulatif.

Kurangnya transparansi dalam sistem marketplace  dapat

menimbulkan sengketa antara konsumen dan penjual.?

Hal ini menegaskan
pentingnya integrasi nilai kejujuran dalam sistem digital melalui regulasi

yang jelas dan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, sidg bukan hanya

etika individual, tetapi fondasi sistem transaksi yang adil dan terpercaya.

28 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 45
2 Nurul Huda dan Ujang Saripudin, “Transparansi dalam Transaksi Digital Perspektif Ekonomi
Syariah,” Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 5, No. 2, 2022, him. 89-102
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c. Prinsip Amanah

Amanah merupakan prinsip fundamental dalam transaksi Islam yang
berkaitan dengan tanggung jawab dan komitmen moral dalam menjalankan
akad. Konsep amanah dalam muamalah berarti bahwa setiap pihak wajib
menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, baik dalam bentuk barang,
informasi, maupun kewajiban pembayaran. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat
menjelaskan bahwa amanah berhubungan erat dengan tujuan syariah dalam
menjaga harta (hifz al-mal), karena pelanggaran amanah berpotensi merusak
stabilitas sosial dan ekonomi.*

Dalam praktik transaksi, amanah diwujudkan melalui pemenuhan
janji akad, penyerahan barang sesuai kesepakatan, dan tidak
menyalahgunakan posisi dalam kontrak. Pelanggaran amanah dalam akad
dapat menjadi sebab gugurnya kepercayaan dan bahkan pembatalan
transaksi. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam transaksi tidak langsung,
seperti e-commerce, di mana hubungan para pihak dibangun di atas sistem
digital dan kepercayaan terhadap platform.

Prinsip amanah menjadi dasar legitimasi transaksi online, karena
transaksi digital sangat bergantung pada kepercayaan terhadap sistem dan

mekanisme perlindungan konsumen.*! Tanpa amanah, transaksi akan

30 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafagat fi Usul al-Syari‘ah, Jilid 11 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah,
1997), him. 8-10

31 Siti Mupida dan Dini Mahmadatun, “Etika Amanah dalam Transaksi E-Commerce Perspektif
Syariah,” Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 155-170
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kehilangan legitimasi moralnya dan berpotensi merusak kepercayaan publik
terhadap sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, amanah bukan sekadar
nilai etik, tetapi instrumen menjaga keberlanjutan sistem ekonomi yang adil

dan berkeadaban.

3. Teori Akad dalam Fikih Muamalah

a.

Pengertian Akad

Akad (al-‘aqd) secara etimologis berarti ikatan atau perjanjian.
Secara terminologis dalam fikih muamalah, akad adalah pertemuan antara
jjab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang
diperjanjikan. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa akad merupakan
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dibangun atas dasar
kerelaan (ridha) dan kesepakatan yang sah menurut syariah.*> Dengan
demikian, akad bukan sekadar kesepakatan moral, tetapi memiliki
konsekuensi hukum yang mengikat para pihak.

Ibn Qudamah menegaskan bahwa akad menjadi dasar sahnya
perpindahan kepemilikan dalam transaksi jual beli.** Tanpa akad yang sah,
perpindahan hak atas harta tidak memiliki legitimasi syariah. Oleh karena itu,
keberadaan akad menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa

transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai prinsip Islam.

32 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),

hlm. 291

33 Ibn Qudamah, al-Mughni, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), him. 3
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Akad merupakan elemen sentral dalam sistem ekonomi syariah, baik
dalam transaksi konvensional maupun digital.>* Akad menjadi parameter
utama dalam menilai legalitas suatu praktik ekonomi modern, termasuk
marketplace dan kontrak elektronik, karena di dalamnya terkandung unsur
kesepakatan, kejelasan objek, serta tanggung jawab hukum.

b. Rukun dan Syarat Sah Akad

Rukun akad secara umum terdiri dari: para pihak (‘agidain), objek
akad (ma‘qud ‘alaih), dan sighat (ijab dan kabul). Wahbah al-Zuhaili
menyebutkan bahwa sebagian ulama Hanafiyah hanya menempatkan sighat
sebagai rukun, sementara unsur lainnya dipandang sebagai syarat.>’
Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika metodologis dalam fikih,
namun substansinya tetap menekankan pentingnya kesepakatan yang sah dan
jelas.

Adapun syarat sah akad meliputi kecakapan hukum para pihak,
kejelasan objek transaksi, serta tidak adanya unsur yang dilarang seperti riba
dan gharar.’® Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka akad dapat
dianggap fasid (rusak) atau bahkan batil (tidak sah). Prinsip ini menunjukkan

bahwa Islam tidak hanya menekankan adanya kesepakatan, tetapi juga

kualitas dan substansi kesepakatan tersebut.

3% M. Nur Rianto Al Arif, “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” Jurnal Hukum dan
Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 45-60

35 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),
hlm. 294

3¢ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), him. 35-38
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Penerapan rukun dan syarat akad tetap relevan dalam transaksi
digital.’” Meskipun bentuk ijab dan kabul dapat berubah menjadi klik
persetujuan (click agreement), substansi kesepakatan tetap harus memenuhi
prinsip kerelaan dan kejelasan. Dengan demikian, syariah bersifat adaptif
namun tetap menjaga prinsip fundamentalnya.

c. Jenis-Jenis Akad dalam Jual Beli

Akad jual beli (bai ) memiliki berbagai bentuk sesuai dengan objek
dan mekanismenya. Dalam literatur fikih klasik, dikenal beberapa jenis akad
seperti bai‘ al-musawamah (jual beli biasa tanpa menyebut harga pokok),
bai‘ al-murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati),
serta bai‘ al-salam (pembayaran di muka dengan penyerahan barang
kemudian).’® Variasi ini menunjukkan fleksibilitas syariah dalam
mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Ibn Rushd dalam Bidayat al-Mujtahid menjelaskan bahwa perbedaan
jenis akad muncul dari kebutuhan sosial dan praktik ekonomi masyarakat
yang berkembang.® Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak kaku,
melainkan memberikan ruang ijtihad dalam pengembangan bentuk akad

selama tidak melanggar prinsip dasar syariah.

37 Nurul Huda, “Implementasi Rukun dan Syarat Akad pada Transaksi Digital,” Maro: Jurnal
Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 77-90

38 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),
hlm. 465-480

39 Tbn Rushd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mugqtasid, Jilid 11 (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1995), hIm. 161
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Dalam konteks kontemporer, pengembangan akad juga terlihat dalam
produk ekonomi syariah modern, termasuk pembiayaan berbasis margin,
sistem pre-order, dan kontrak digital.** Klasifikasi akad tetap relevan untuk
menganalisis praktik marketplace, terutama dalam menilai apakah suatu fitur
menyerupai murabahah, salam, atau bahkan mengandung unsur riba
terselubung.

d. Akad dalam Transaksi Digital (E-Contract)

Perkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk akad baru
yang dikenal sebagai kontrak elektronik (e-contract). Secara substansial,
akad digital tetap memenuhi prinsip ijab dan kabul, meskipun medianya
berbeda. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa perubahan bentuk media
tidak mengubah hakikat akad selama unsur kesepakatan dan kejelasan
terpenuhi.*! Dengan demikian, akad melalui sistem elektronik dapat
dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam
fikih.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui keabsahan kontrak elektronik

sebagai alat bukti hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama

40 Siti Mupida dan Dini Mahmadatun, “Transformasi Akad dalam Ekonomi Digital,” A4I-
Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 1, 2022, him. 120-134

4 'Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),
hlm. 302
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kontemporer bahwa sighat tidak harus diucapkan secara verbal, tetapi dapat
melalui tulisan atau isyarat yang dipahami kedua belah pihak.*?

Penelitian jurnal syariah Indonesia menunjukkan bahwa tantangan
akad digital terletak pada aspek transparansi dan perlindungan konsumen.*
Tanpa kejelasan syarat dan ketentuan, akad elektronik berpotensi
mengandung gharar. Oleh karena itu, validitas akad digital harus diukur tidak
hanya dari bentuknya, tetapi juga dari substansi keadilan dan

keterbukaannya.

e. Validitas Akad Elektronik dalam Perspektif Syariah
Validitas akad elektronik dalam perspektif syariah bergantung pada

terpenuhinya prinsip kerelaan, kejelasan objek, dan tidak adanya unsur yang
dilarang. Al-Syatibi menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga
kemaslahatan dan mencegah kerusakan.** Oleh karena itu, selama akad
elektronik memenuhi maqasid syariah, maka ia dapat diterima sebagai
bentuk inovasi muamalah yang sah.

Wahbah al-Zuhaili juga menegaskan bahwa media akad bukanlah
faktor penentu utama, melainkan substansi kesepakatan dan kesesuaian

dengan prinsip syariah.** Dengan demikian, klik persetujuan dalam

42 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 52

43 Nurul Huda dan Ujang Saripudin, “Akad Elektronik dalam Perspektif Syariah,” Maro: Jurnal
Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 101-115

4 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah, Jilid 11 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah,
1997), him. 8

45 'Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),
hlm. 305



28

marketplace dapat dianggap sebagai sighat yang sah apabila dilakukan secara
sadar dan tanpa paksaan.

Akad elektronik sah secara syariah apabila memenuhi prinsip
transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.*®
Dalam konteks marketplace, validitas akad harus dievaluasi berdasarkan
sistem pembayaran, mekanisme refund, serta ketentuan layanan yang
disepakati pengguna. Dengan pendekatan ini, fikih muamalah mampu
beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital tanpa kehilangan prinsip
dasarnya.

3. Marketplace dalam Perspektif Ekonomi Digital
a. Pengertian Marketplace

Marketplace merupakan platform digital yang mempertemukan
penjual dan pembeli dalam satu sistem elektronik yang terintegrasi. Berbeda
dengan toko daring (online shop) yang menjual produk milik satu entitas,
marketplace berfungsi sebagai perantara yang menyediakan ruang virtual
bagi berbagai penjual untuk menawarkan produknya kepada konsumen.*’
Dalam perspektif ekonomi digital, marketplace termasuk dalam kategori
platform-based business model yang mengandalkan jaringan dan teknologi

informasi sebagai infrastruktur utama transaksi.

4 M. Nur Rianto Al Arif, “Legalitas Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah,” Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 150-165
47 Rhenald Kasali, Disruption (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 145
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Secara  konseptual, marketplace merupakan bagian dari
perkembangan electronic commerce (e-commerce) yang memanfaatkan
internet sebagai media distribusi dan pertukaran barang maupun jasa. Laudon
dan Traver menjelaskan bahwa e-commerce adalah penggunaan jaringan
digital untuk melakukan transaksi komersial antara organisasi dan individu.*®
Marketplace merupakan bentuk paling kompleks dari e-commerce karena
melibatkan banyak pelaku, sistem pembayaran terintegrasi, serta mekanisme
pengawasan internal.

Dalam perspektif ekonomi syariah, marketplace dipandang sebagai
sarana muamalah kontemporer yang hukumnya mengikuti kaidah dasar a/-
ashl fi al-mu‘amalah al-ibahah.”® Artinya, keberadaan marketplace pada
dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang
seperti riba, gharar, dan penipuan. Oleh karena itu, marketplace bukan hanya
fenomena teknologi, tetapi juga objek kajian fikih muamalah modern.

b. Karakteristik Marketplace

Marketplace memiliki karakteristik utama berupa sistem multi-
vendor, interaksi berbasis digital, serta penggunaan algoritma untuk

mengatur distribusi informasi produk.’® Sistem ini memungkinkan banyak

48 Kenneth C. Laudon dan Carol Guercio Traver, E-Commerce: Business, Technology, Society
(New York: Pearson, 2020), hlm. 12

49 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),
hlm. 286

9 Don Tapscott, The Digital Economy (New York: McGraw-Hill, 2014), hlm. 54
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penjual beroperasi dalam satu platform yang sama, sementara pengelola
platform bertindak sebagai fasilitator sekaligus pengawas transaksi.
Karakteristik ini menciptakan ekosistem ekonomi digital yang bersifat
terbuka dan kompetitif.

Karakteristik lain marketplace adalah adanya sistem rating dan
ulasan konsumen yang memengaruhi reputasi penjual. Mekanisme ini
menjadi instrumen kontrol sosial dalam transaksi digital.’! Dalam perspektif
syariah, sistem reputasi dapat mendukung prinsip amanah dan transparansi,
namun juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila manipulatif atau
tidak objektif.

Selain itu, marketplace bergantung pada sistem data dan algoritma
yang menentukan visibilitas produk.’? Hal ini menimbulkan implikasi etis,
karena pengaturan algoritma dapat memengaruhi persaingan usaha. Dalam
ekonomi Islam, persaingan harus berjalan secara adil dan tidak merugikan
pihak tertentu secara sistemik. Oleh karena itu, karakteristik marketplace
perlu dianalisis tidak hanya dari sisi teknologinya, tetapi juga dari sisi etika
bisnis syariah.

¢. Mekanisme Transaksi pada Marketplace

Mekanisme transaksi pada marketplace umumnya melibatkan

beberapa tahap: pencarian produk, pemesanan, pembayaran melalui sistem

! Rulli Nasrullah, Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi (Bandung:
Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 89
52 Nicholas Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity Press, 2017), hlm. 43
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platform, konfirmasi, dan pengiriman barang. Platform biasanya bertindak
sebagai pihak ketiga yang menahan dana sementara (escrow system) hingga
barang diterima pembeli.> Sistem ini bertujuan mengurangi risiko penipuan
dan meningkatkan kepercayaan.

Dalam perspektif fikih muamalah, mekanisme ini menyerupai konsep
wakalah atau perwakilan, di mana platform bertindak sebagai perantara
antara penjual dan pembeli.** Namun, keabsahan mekanisme tersebut tetap
bergantung pada kejelasan akad, biaya layanan, dan tanggung jawab masing-
masing pihak. Jika platform mengambil keuntungan tanpa transparansi, maka
dapat muncul potensi gharar atau ketidakadilan.

Mekanisme marketplace dapat diterima dalam hukum Islam apabila
memenuhi prinsip kejelasan informasi, perlindungan konsumen, dan tidak
mengandung unsur riba pada sistem pembayarannya.’> Dengan demikian,
analisis terhadap marketplace harus melihat detail operasionalnya, bukan
hanya bentuk luarnya.

d. Sistem Pembayaran Digital

Sistem pembayaran digital dalam marketplace meliputi transfer bank,

dompet elektronik (e-wallet), kartu kredit, hingga fitur paylater. Bank

33 Kenneth C. Laudon dan Carol Guercio Traver, E-Commerce: Business, Technology, Society
(New York: Pearson, 2020), hlm. 321

4 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),
hlm. 402

55 Nurul Huda dan Ujang Saripudin, “Marketplace dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” Maro:
Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 65-80
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Indonesia mendefinisikan sistem pembayaran digital sebagai mekanisme
pemindahan dana melalui media elektronik yang terintegrasi dalam sistem
keuangan nasional.’® Sistem ini mempercepat transaksi dan meningkatkan
efisiensi ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem pembayaran pada dasarnya
diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan gharar.®’
Penggunaan dompet digital dapat dianalogikan sebagai akad wadi ‘ah atau
wakalah, tergantung pada struktur pengelolaannya. Namun, fitur kredit
digital seperti paylater memerlukan analisis lebih mendalam karena
berpotensi mengandung tambahan bunga atau denda keterlambatan.

Legalitas sistem pembayaran digital harus dinilai berdasarkan
struktur akad dan mekanisme penentuan biaya.’® Jika terdapat tambahan
yang bersifat kompensasi atas penangguhan pembayaran, maka perlu
dianalisis apakah termasuk riba atau biaya jasa yang sah. Oleh karena itu,
sistem pembayaran digital menjadi titik krusial dalam evaluasi syariah
terhadap marketplace.

e. Model Bisnis Platform Digital

Model bisnis platform digital bertumpu pada penciptaan nilai melalui

interaksi dua atau lebih kelompok pengguna dalam satu ekosistem. Parker,

56 Bank Indonesia, Sistem Pembayaran di Indonesia (Jakarta: Bank Indonesia, 2022), hlm. 10

57 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 52

8 M. Nur Rianto Al Arif, “Analisis Sistem Pembayaran Digital dalam Perspektif Syariah,”
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 98—-112
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Van Alstyne, dan Choudary menjelaskan bahwa platform menghasilkan
keuntungan melalui komisi transaksi, biaya layanan, dan monetisasi data.>
Marketplace termasuk dalam kategori tramsaction platform yang
memperoleh pendapatan dari setiap aktivitas jual beli yang terjadi di
dalamnya.

Dalam perspektif ekonomi Islam, model bisnis ini harus memenuhi
prinsip keadilan dan transparansi. Keuntungan yang diperoleh platform harus
jelas dasar akadnya dan tidak merugikan salah satu pihak.®® Jika komisi atau
biaya layanan tidak dijelaskan secara terbuka, maka berpotensi menimbulkan
unsur gharar. Oleh karena itu, kejelasan struktur pendapatan menjadi syarat
penting dalam analisis syariah.

Model bisnis digital harus dikaji dari sisi etika dan regulasi agar tidak
menciptakan monopoli atau ketimpangan pasar.’! Dalam konteks syariah,
pengelolaan platform digital harus memastikan distribusi manfaat yang adil
serta perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha kecil. Dengan
demikian, model bisnis marketplace bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi

juga isu normatif dalam hukum Islam kontemporer.

% Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne, dan Sangeet Paul Choudary, Platform
Revolution (New York: W.W. Norton & Company, 2016), hlm. 29
0 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),

hlm. 307

6! Siti Mupida dan Dini Mahmadatun, “Model Bisnis Digital dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah,” Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 210-225
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4. Marketplace Shopee sebagai Objek Kajian
a. Profil Singkat Shopee

Shopee merupakan platform marketplace berbasis aplikasi dan web
yang berada di bawah naungan Sea Group (sebelumnya Garena) yang
berkantor pusat di Singapura. Shopee resmi beroperasi di Indonesia sejak
tahun 2015 dan berkembang pesat sebagai salah satu marketplace dengan
jumlah pengguna terbesar di Asia Tenggara. Model bisnisnya mengusung
konsep consumer-to-consumer dan business-to-consumer, di mana penjual
individu maupun perusahaan dapat memasarkan produknya melalui sistem
platform digital.

Dalam konteks ekonomi digital, Shopee tidak hanya berfungsi
sebagai perantara (intermediary platform), tetapi juga sebagai pengelola
sistem pembayaran, logistik, promosi, serta sistem perlindungan konsumen.
Peran ganda ini menjadikan Shopee bukan sekadar “tempat bertemu penjual
dan pembeli”, tetapi sebagai ekosistem digital yang mengendalikan hampir
seluruh tahapan transaksi. Dari perspektif fikih muamalah, posisi ini relevan
untuk dianalisis karena menyangkut status akad, tanggung jawab (dhaman),
dan potensi dominasi kontraktual.

Sebagai objek kajian dalam penelitian ini, Shopee dipilih karena
memiliki fitur transaksi yang kompleks, termasuk sistem pembayaran digital,

promosi intensif, dan fasilitas pembiayaan. Kompleksitas ini memungkinkan
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analisis prinsip syariah dilakukan secara komprehensif terhadap berbagai
aspek pengelolaan transaksi.

. Fitur-Fitur Utama Transaksi

Shopee menyediakan berbagai fitur yang membentuk mekanisme
transaksi digital. Pertama, fitur pencarian dan katalog produk yang
memungkinkan konsumen mengakses informasi harga, spesifikasi, dan
ulasan pengguna. Fitur ini secara normatif mendukung prinsip transparansi,
tetapi secara empiris tetap membuka kemungkinan terjadinya ketidakjelasan
informasi apabila deskripsi produk tidak akurat.

Kedua, sistem “keranjang belanja” dan checkout yang berfungsi
sebagai media ijab-gabul dalam bentuk elektronik (e-contract). Ketika
pembeli menekan tombol “Buat Pesanan” dan melakukan pembayaran,
secara hukum digital telah terjadi kesepakatan (akad). Dalam perspektif
fikih, mekanisme ini dapat dianalogikan sebagai akad melalui tulisan
(kitabah) atau isyarat yang sah selama memenuhi unsur kerelaan dan
kejelasan objek.

Ketiga, fitur rating dan review yang menjadi instrumen kontrol sosial
dalam marketplace. Sistem ini berfungsi mengurangi gharar dan tadlis
karena reputasi penjual dapat diakses secara publik. Namun demikian,
manipulasi ulasan (fake review) tetap menjadi problematika yang perlu

dianalisis dari sudut pandang prinsip kejujuran (sidq).
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c. Sistem Pembayaran dan Pembiayaan (ShopeePay & SPayLater)

Shopee menyediakan sistem pembayaran digital melalui ShopeePay,
yaitu dompet elektronik yang memungkinkan transaksi tanpa uang tunai.
Dalam perspektif fikih muamalah, penggunaan uang elektronik pada
dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar,
maupun penipuan. ShopeePay berfungsi sebagai alat tukar (medium of
exchange) digital yang menggantikan uang tunai dalam sistem transaksi.

Selain itu, Shopee juga menyediakan fasilitas SPayLater sebagai
layanan pembiayaan dengan skema bayar kemudian. Fasilitas ini
memungkinkan pembeli mencicil pembayaran dalam jangka waktu tertentu.
Secara fikih, sistem ini dapat dianalogikan dengan bai ‘ bi al-tagsith (jual beli
cicilan). Namun yang menjadi titik kritis adalah adanya biaya tambahan,
bunga, atau denda keterlambatan yang dapat berpotensi mengandung unsur
riba apabila tidak dikelola sesuai prinsip syariah.

Analisis syariah terhadap SPayLater perlu meninjau struktur akad
yang digunakan: apakah berbasis jual beli, gardh (pinjaman), atau kombinasi
akad (hybrid contract). Apabila tambahan pembayaran bersifat kompensasi
jasa yang transparan dan disepakati sejak awal, sebagian ulama kontemporer
membolehkan dalam batas tertentu. Namun apabila tambahan muncul karena
penundaan pembayaran, maka masuk dalam kategori riba nasi’ah yang

dilarang.
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d. Kebijakan dan Syarat Ketentuan Platform

Shopee menerapkan sistem syarat dan ketentuan (ferms and
conditions) yang wajib disetujui pengguna sebelum melakukan transaksi.
Secara hukum kontrak digital, persetujuan ini termasuk dalam kategori
perjanjian baku (standard contract), di mana pengguna tidak memiliki ruang
negosiasi. Dalam perspektif fikih muamalah, prinsip kerelaan (an-taradin
minkum) menjadi parameter utama keabsahan akad.

Masalah muncul ketika klausul dalam syarat dan ketentuan lebih
menguntungkan  platform  dibanding  konsumen atau  penjual.
Ketidakseimbangan posisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip
keadilan (al-‘adl). Dalam hukum Islam, akad yang mengandung unsur
eksploitasi atau ketimpangan dapat dikategorikan sebagai akad yang cacat
(fasid) apabila merugikan salah satu pihak.

Selain itu, kebijakan pengembalian dana, pembekuan akun, dan
penalti administratif harus dianalisis dari aspek tanggung jawab (dhaman)
dan perlindungan harta (hifz al-mal). Dalam perspektif maqgasid al-syari‘ah,
regulasi platform seharusnya memastikan perlindungan hak seluruh pihak

secara proporsional, bukan hanya menjaga kepentingan korporasi.
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B. Penelitian Relevan

Pertama, Penelitian yang dilakukan Sari, R, dengan judul Marketplace
sebagai Model Bisnis Digital dalam Perkembangan E-Commerce di Indonesia,
yang dipublikasi pada Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, tahun 2019. Penelitian
ini membahas marketplace digital sebagai bentuk inovasi model bisnis berbasis
platform yang mempertemukan penjual dan pembeli melalui sistem elektronik.
Fokus utama penelitian terletak pada efisiensi transaksi, kemudahan akses pasar,
dan peningkatan volume perdagangan melalui teknologi digital. Metode yang
digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis literatur dan data
sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketplace berperan penting dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi digital, namun pengelolaan transaksi masih
lebih menekankan aspek teknis dan keuntungan bisnis. Aspek etika dan kepatuhan
terhadap nilai tertentu, termasuk prinsip syariah, belum menjadi perhatian utama.
Dengan demikian, penelitian ini relevan sebagai dasar konseptual tentang
marketplace, tetapi belum menyentuh problematika transaksi dari perspektif
syariah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, A. & Nugroho, dengan
judul Kepercayaan dan Transparansi dalam Transaksi E-Commerce yang
dipublikasi pada Jurnal Manajemen Pemasaran tahun 2020, Penelitian ini
menganalisis faktor kepercayaan dan transparansi sebagai determinan utama

keberhasilan transaksi e-commerce. Penelitian menggunakan metode survei dan
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analisis perilaku konsumen pada beberapa platform marketplace di Indonesia.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi informasi produk, harga, dan
kebijakan platform sangat memengaruhi loyalitas pengguna.

Meskipun penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi yang sejalan
dengan prinsip syariah pendekatan yang digunakan masih bersifat manajemen
konvensional. Tidak terdapat pembahasan mengenai akad, keadilan distributif,
maupun aspek halal-haram dalam transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi
pijakan awal, namun belum cukup menjelaskan persoalan transaksi marketplace
dari sudut pandang syariah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, dengan judul Transaksi
Jual Beli Online dalam Perspektif Fikih Muamalah, yang dipublikasi pada Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini mengkaji keabsahan transaksi jual beli
online berdasarkan rukun dan syarat akad dalam fikih muamalah. Dengan metode
normatif-yuridis, penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi online
diperbolehkan selama memenuhi unsur kerelaan, kejelasan objek, dan tidak
mengandung gharar atau penipuan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkupnya yang hanya
membabhas relasi penjual dan pembeli. Peran marketplace sebagai pengelola sistem
transaksi, penarik komisi, dan pengelola dana belum dianalisis secara mendalam.
Padahal, dalam praktik marketplace modern, pengelola platform memegang peran

strategis dalam tata kelola transaksi.
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Keempat, penelitian yang dilakuka oleh Hayati, dengan judul Penerapan
Akad Wakalah dan Ijarah pada Sistem Pembayaran Digital Syariah, dipublikasi
pada Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Penelitian ini membahas penggunaan
akad wakalah dan ijarah dalam layanan pembayaran digital syariah. Metode yang
digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis fatwa DSN-MUI dan praktik
fintech syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan akad sering
menimbulkan persoalan syariah, khususnya terkait biaya layanan dan pengelolaan
dana pengguna.

Meskipun memberikan kontribusi penting dalam pemahaman akad digital,
fokus penelitian ini masih terbatas pada fintech dan sistem pembayaran.
Marketplace digital sebagai ekosistem transaksi yang lebih kompleks belum
menjadi objek kajian utama, sehingga membuka ruang bagi penelitian lanjutan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rahman dengan judul Etika Bisnis
Islam dalam Praktik Bisnis Digital dipublikasi pada Jurnal Studi Ekonomi Islam
tahun 2019 Penelitian ini menekankan penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam
seperti keadilan, amanah, dan kejujuran dalam praktik bisnis digital. Dengan
pendekatan normatif-konseptual, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran
etika bisnis berimplikasi pada ketidakpercayaan konsumen dan ketidakseimbangan
hubungan bisnis.

Namun, penelitian ini belum mengaitkan prinsip etika tersebut dengan
mekanisme teknis pengelolaan transaksi marketplace, seperti sistem escrow,

kebijakan pengembalian dana, dan klausul baku platform. Oleh karena itu,
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penelitian ini bersifat normatif dan membutuhkan pengembangan pada aspek
operasional bisnis digital.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dengan judul
Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Syariah dipublikasi pada
Jurnal Hukum Bisnis Syariah. Penelitian ini membahas posisi konsumen dalam
transaksi e-commerce syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
konsumen sering berada pada posisi lemah akibat kebijakan sepihak platform.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis peraturan
dan prinsip syariah.

Kendati demikian, fokus penelitian lebih menitikberatkan pada aspek
perlindungan konsumen, bukan pada pengelolaan transaksi secara menyeluruh.
Aspek manajerial dan desain sistem transaksi marketplace belum menjadi
perhatian utama.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Maulana, degan judul
Problematika Transaksi Digital dalam Platform Marketplace, dipublikasi pada
Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi. Penelitian ini secara khusus
mengidentifikasi berbagai problematika transaksi digital, seperti penahanan dana,
sengketa transaksi, dan kebijakan platform yang tidak transparan. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus beberapa
marketplace besar di Indonesia.

Namun, analisis yang digunakan masih berbasis manajemen konvensional

dan hukum positif. Perspektif prinsip syariah belum dijadikan kerangka analisis
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utama, sehingga kesimpulan penelitian belum menyentuh dimensi etika dan
kepatuhan syariah.

Berdasarkan tujuh penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa
kajian mengenai marketplace digital di Indonesia masih terfragmentasi. Sebagian
penelitian menitikberatkan pada aspek manajemen dan teknologi, sementara
penelitian syariah cenderung fokus pada keabsahan akad atau etika bisnis secara
normatif. Penelitian yang mengkaji problematika pengelolaan transaksi
marketplace digital sebagai satu sistem manajerial yang utuh berbasis prinsip
syariah masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, posisi penelitian ini berada pada irisan antara manajemen
bisnis digital dan prinsip syariah, dengan fokus pada analisis problematika
pengelolaan transaksi marketplace digital. Novelty penelitian ini terletak pada
upaya merumuskan pemahaman baru tentang pengelolaan transaksi marketplace
digital yang tidak hanya efisien secara bisnis, tetapi juga selaras dengan prinsip
keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan dalam perspektif syariah.

. Konsep Operasional

Konsep operasional menjelaskan bagaimana variabel dalam penelitian ini
dipahami secara konseptual.
Penelitian ini berangkat dari dua fokus utama:
1. Prinsip Syariah dalam Muamalah
Dipahami sebagai seperangkat nilai normatif yang menjadi standar

evaluasi terhadap praktik transaksi digital, meliputi: keadilan dalam akad,
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transparansi informasi, kejelasan objek transaksi, bebas dari riba, bebas dari
gharar, bebas dari maisir, dan tidak adanya penipuan (tadlis).
2. Problematika Pengelolaan Transaksi
Dipahami sebagai fenomena praktik transaksi di Shopee yang
berpotensi: Mengandung unsur ketidakjelasan, Mengandung bunga atau denda
(misalnya pada fitur paylater), Menimbulkan ketidakseimbangan hak dan
kewajiban, juga Mengandung manipulasi harga atau promosi.
Dengan demikian, penelitian ini secara konseptual memposisikan prinsip
syariah sebagai alat analisis (analytical framework) terhadap praktik pengelolaan

transaksi di Shopee.



